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WALI KOTA JAMBI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 

NOMOR 7 TAHUN  2024 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023  

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA JAMBI, 

 

 

Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat    : 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2024;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2024. 

 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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: 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota 
Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6961); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 148); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA JAMBI 

dan 

WALI KOTA JAMBI 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan 

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah; 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapka Perkada; 

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah; 

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah; 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

https://jdih.jambikota.go.id/


- 5 - 
 

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 

8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik 

fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah; 

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai 

Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan; 

11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula 
Rp1.954.222.611.000,- berkurang sebesar Rp50.034.609.073,- sehingga 

menjadi Rp1.904.188.001.927,- dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah; 

a) Semula       Rp  1.864.222.611.000,- 
b) Berkurang             (Rp         2.086.804.062,-) 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah   

Perubahan        Rp  1.862.135.806.938,- 
 

2. Belanja Daerah; 

a) Semula       Rp  1.954.222.611.000,- 
b)  Berkurang      (Rp       50.034.609.073,-) 
Jumlah Belanja Daerah setelah  

perubahan        Rp  1.904.188.001.927,- 
 

3. Pembiayaan Daerah; 

1) Penerimaan Pembiayaan; 
a)  Semula       Rp     100.000.000.000,- 

b)  Berkurang     (Rp       47.947.805.011,-) 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah   

        Perubahan        Rp       52.052.194.989,- 
 

2) Pengeluaran Pembiayaan; 
a)  Semula               Rp       10.000.000.000,- 

b)  Bertambah/(berkurang)    Rp                        0,- 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

Perubahan       Rp       10.000.000.000,- 
 

      Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan  Rp       42.052.194.989,- 
     Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah  Rp                             0,-         

     Perubahan                
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Pasal 3 

 
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

bersumber dari : 

a) Pendapatan Asli Daerah; 
1) Semula       Rp      545.539.002.000,- 

2) Berkurang     (Rp        37.359.127.062,-) 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah          

Perubahan      Rp      508.179.874.938,- 
 

b) Pendapatan Transfer; 
1) Semula       Rp   1.317.195.609.000,- 

2) Bertambah      Rp        35.272.323.000,- 
Jumlah Pendapatan Transfer setelah          

Perubahan      Rp   1.352.467.932.000,- 
 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

1) Semula       Rp          1.488.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  

Setelah perubahan     Rp          1.488.000.000,- 

 

Pasal 4 
 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari : 

a. Pajak Daerah; 

1) Semula      Rp      390.000.000.000,- 
2) Berkurang     (Rp        45.000.000.000,-) 

Jumlah Pajak Daerah setelah  
perubahan            Rp      345.000.000.000,- 
 

b. Retribusi daerah; 
1) Semula      Rp        60.192.320.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 

Jumlah Retribusi Daerah setelah           
perubahan      Rp        60.192.320.000,- 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; 
1) Semula       Rp        10.528.936.000,- 
2) Bertambah      Rp          7.640.872.938,- 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
setelah perubahan     Rp        18.169.808.938,- 
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 
1) Semula      Rp        84.817.746.000,- 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah  
Yang sah setelah perubahan   Rp        84.817.746.000,-  

   

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
bersumber dari : 

a. Transfer Pemerintah Pusat 
1) Semula      Rp   1.153.584.975.000,- 

2) Bertambah      Rp        34.722.323.000,- 
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah  
perubahan      Rp   1.188.307.298.000,- 
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b. Transfer Antar Daerah 

1) Semula      Rp     163.610.634.000,- 
2) Bertambah      Rp            550.000.000,- 
Jumlah transfer antar daerah setelah    

perubahan       Rp     164.160.634.000,- 
 

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b, bersumber dari : 
a. Pendapatan hibah 

1) Semula       Rp         1.488.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                        0,- 
Jumlah hibah setelah perubahan   Rp         1.488.000.000,- 

 

Pasal 5 

 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Belanja Operasi ; 
1) Semula        Rp   1.553.462.038.707,- 
2) Berkurang     (Rp        67.433.135.956,-) 

Jumlah belanja operasi setelah perubahan  Rp   1.486.028.902.751,- 
 

b. Belanja Modal ; 

1) Semula       Rp      387.160.572.293,- 
2) Bertambah      Rp        24.546.807.731,- 

Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp      411.707.380.024,- 
 

c. Belanja Tidak Terduga ; 
1) Semula        Rp        13.600.000.000,- 

2) Berkurang     (Rp          7.148.280.848,-) 
Jumlah belanja tidak terduga setelah   

perubahan        Rp          6.451.719.152,- 
             

 

Pasal 6 
 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 

atas : 

a. Belanja Pegawai 
1) Semula      Rp      811.371.108.707,- 

2) Berkurang     (Rp        20.247.103.369,-) 
Jumlah belanja pegawai setelah  
Perubahan       Rp      791.124.005.338,- 
 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula      Rp      623.545.416.116,- 

2) Berkurang     (Rp        28.279.464.232,-) 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah  
Perubahan       Rp      595.265.951.884,- 
 

c. Belanja Bunga 
1) Semula      Rp                             0,- 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                             0,- 
Jumlah belanja bunga setelah  

Perubahan      Rp                             0,- 
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d. Belanja Subsidi 

1) Semula      Rp                              0,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 
Jumlah belanja subsidi setelah  

perubahan       Rp                              0,- 
 

e. Belanja Hibah 

1) Semula      Rp      110.433.516.884,- 
2) Berkurang     (Rp        17.974.203.355,-) 

Jumlah belanja hibah setelah  
perubahan       Rp        92.459.313.529,- 
 

f. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula      Rp          8.111.997.000,- 
2) Berkurang     (Rp             932.365.000,-) 

Jumlah belanja bantuan sosial  setelah   
perubahan      Rp          7.179.632.000,- 
 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas : 
a. Belanja Modal Tanah 

1) Semula      Rp          6.117.581.818,- 

2) Berkurang     (Rp          1.828.094.000,-) 
Jumlah belanja modal tanah setelah   

perubahan      Rp          4.289.487.818,- 
 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
1) Semula      Rp      105.816.502.719,- 

2) Bertambah      Rp          5.156.254.902,- 
Jumlah belanja modal peralatan setelah  

perubahan      Rp      110.972.757.621,- 
 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1) Semula      Rp      125.763.950.930,- 
2) Bertambah      Rp        19.501.316.803,- 
Jumlah belanja modal Gedung dan   

Bangunan setelah perubahan   Rp      145.265.267.733,- 
 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

1) Semula      Rp      135.599.981.891,- 
2) Bertambah       Rp             604.842.461,- 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,  
dan irigasi setelah perubahan   Rp      136.204.824.352,- 
 

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya 

1) Semula      Rp        13.790.404.935,- 
2) Bertambah      Rp          1.074.687.565,- 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya   
setelah perubahan     Rp        14.865.092.500,-  

 

f. Belanja Modal Aset lainnya 

1) Semula      Rp               72.150.000,- 
2) Bertambah      Rp                37.800.000,- 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya   
setelah perubahan     Rp             109.950.000,-  
 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, 
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : 
1) Semula       Rp        13.600.000.000,- 

2) Berkurang     (Rp          7.148.280.848,-) 
Jumlah belanja tidak terduga setelah  

perubahan       Rp          6.451.719.152,- 
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Pasal 7 

 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 

atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula       Rp      100.000.000.000,- 

2) Berkurang       (Rp        47.947.805.011,-) 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah   

perubahan       Rp        52.052.194.989,- 
 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula      Rp        10.000.000.000,- 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah    

setelah perubahan     Rp        10.000.000.000,- 

 

Pasal 8 
 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

terdiri atas : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula       Rp      100.000.000.000,- 
2) Berkurang     (Rp        47.947.805.011,-) 

Jumlah sisa  lebih perhitungan anggaran   
tahun sebelumnya setelah perubahanRp        52.052.194.989,- 
 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

1) Semula       Rp                             0,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                             0,- 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah  
perubahan       Rp                             0,- 
 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
terdiri  atas : 
a. Penyertaan modal daerah 

1) Semula       Rp        10.000.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah   
perubahan       Rp        10.000.000.000,- 

 

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 

1) Semula       Rp                              0,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                              0,- 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah   
perubahan       Rp                              0,- 

 

Pasal 9 
 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan 
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang 

selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. 
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya  belum tersedia salam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

 

Pasal 10 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdiri dari: 

 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

                        Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

2. Lampiarn II Ringkasan Perubahan  APBD  yang  diklasifikasi  menurut 
                       Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 
 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  Untuk  Keselarasan   

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 
 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan 
                       RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan 
                       APBD; 

 

9. Lampiran IX Perubahan Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan 
                       Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota 

 
10. Lampiran  X   Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 
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Pasal 11 

 
Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 12 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Jambi dengan penempatannya dalam lembar daerah. 
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    Ditetapkan di Jambi 

    pada tanggal 30 Agustus 2024 

Pj. WALI KOTA JAMBI, 

 
ttd. 

 

    SRI PURWANINGSIH 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal 30 Agustus 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 

 
ttd. 

 
A. RIDWAN 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
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